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ABSTRAK 
 
JUSMAWATY E 12107 054. Program Studi  Ilmu Pemerintahan 
Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin. Dengan judul Skripsi PENGAWASAN 
INSPEKTORAT TERHADAP TUPOKSI CAMAT DI KECAMATAN KAHU 
KABUPATEN BONE dibawah bimbingan Dr. H. A. Gau Kadir, MA dan   
A. Lukman Irwan S.Ip, M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan 
Terhadap Tupoksi Camat di Kecamatan yang di lakukan oleh Inspektorat 
khususnya di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone serta faktor-faktor apa 
yang mempengaruhinya. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu 
pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik 
observasi, wawancara, pengisian kuesioner oleh informan dan 
penelusuran data secara online. Data yang dikumpulkan dari berbagai 
sumber yang dipilih selanjutnya dianalisis secara kuantitatif melalui 
reduksi data dengan fokus pada hasil penelitian dan selanjutnya membuat 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tupoksi yang 
dilakukan oleh Inspektorat terhadap Camat Kahu Kabupaten Bone 
berpengaruh kepada pegawai di instansinya, sehingga mereka dapat 
meningkatkan motivasi kerja sehingga terlaksana dengan baik tanpa ada 
kekurangan sedikit pun, dan berdampak pada peningkatan kinerja 
pemerintahan pada instansi itu sendiri. Kedisiplinan kerja dan 
pengawasan yang dilakukan sebagai faktor pendukung sementara fasilitas 
kerja yang kurang memadai dan gaya kepemimpinan sebagai faktor 
penghambat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum 
kepemimpinan yang diterapkan oleh Inspektorat terhadap Camat Kahu 
Kabupaten Bone dalam pengawasan tupoksi di kecamatan terbukti 
mampu meningkatkan motivasi kerja dan kedisiplinan kerja pegawai di 
instansinya. Serta pengawasan tupoksi yang dilakukan oleh Inspektorat 
terhadap Camat Kahu Kabupaten Bone pada pemberdayaan masyarakat 
dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum sesuai prosedur 
yang telah ditentukan dan sesuai perundang-perundangan yang berlaku. 
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ABSTRACT 
 
JUSMAWATY E 12107 054. Science Program Administration 
Government Department of Political Science, Faculty of Social               
and Political Sciences, University of Hasanuddin. With Thesis                
title INSPECTORATE SUPERVISION OF TUPOKSI CAMAT                    
IN KAHU DISTRICT DISTRICT BONE under the guidance of                  
Dr. H. A. Gau Kadir, MA and A. Lukman Irwan S. Ip, M.Sc. 
This study aimed to determine the effect Supervision of sub-district 
in District Auth undertaken by the Inspectorate, especially in Sub Kahu 
Bone County and the factors that influence it.  
This type of research is descriptive, namely data collection is done 
by using observation, interviews, questionnaires by informants and search 
data online. Data collected from various sources selected quantitatively 
analyzed through data reduction with a focus on the results of further 
research and make conclusions. 
The results showed that the supervisory duties performed by the 
Inspectorate of the district head in Bone Kahu affect the employees in his 
office, so that they can increase the motivation to work so well executed 
without the slightest flaws, and have an impact on improving the 
performance of government in the institution itself. Work discipline and 
supervision carried out as a contributing factor while working facilities are 
inadequate and leadership style as an inhibiting factor. The study 
concluded that in general leadership adopted by the Inspectorate of the 
district head Kahu Bone district in surveillance duties in the district proved 
to increase the motivation and discipline of employees working in the 
office. And supervisory duties performed by the Inspectorate of the district 
head Kahu Bone Regency on community development and 
implementation of public order and peace according to the procedures 
specified and in accordance with prevailing regulations. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu 
masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, pembangunan 
daerah juga bertujuan mengembangkan potensi alam, ekonomi, sosial 
budaya, maupun rohaniah dan mental agar diperoleh daya guna dan hasil 
guna yang optimal untuk memantapkan dan memperkokoh keberadaan 
daerah. 
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan terhadap sistem 
pemerintahan nasional. Perubahan sistem pemerintahan nasional tersebut 
terlihat pada asas pemerintahan, yakni adanya perubahan asas yang 
semula bersifat sentralisasi menjadi asas yang bersifat desentralisasi. 
Desentralisasi ditandai dengan adanya otonomi daerah di mana 
kabupaten dan kota diberi wewenang untuk membangun daerahnya 
masing-masing dan mengembangkan potensi wilayahnya untuk 
menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah kabupaten/kota 
tersebut. 
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Perubahan sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke 
desentralistik, tetap disertai dengan rasa tanggung jawab untuk sama-
sama bisa memajukan bangsa Indonesia secara umum. Bukan untuk 
saling bersikap egois dan individualistis karena dengan semua sumber 
daya yang dimilikinya, sehingga melupakan bahwa Indonesia tetap 
merupakan suatu negara kesatuan. Dengan adanya perubahan ini bukan 
berarti pusat lepas tanggung jawab sepenuhnya terhadap daerah. 
Pembinaan dari pusat tetap ada. Artinya pusat di sini berperan sebagai 
fasilitator dan dinamisator pembangunan. Bahkan bagi daerah yang 
sumber dayanya kurang, peran pusat begitu besar dalam menyokong 
pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. 
Pemberian titik berat otonomi pada pemerintah kabupaten/ kota erat 
kaitannya dengan fungsi pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan 
kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai 
pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa. 
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten 
dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan 
umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan 
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 
Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota 
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan 
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bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. 
Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, 
pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Otonomi nyata adalah 
keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di 
bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh dan 
hidup berkembang di daerah. 
Dampak pelaksanaan otonomi daerah sangat besar. Adanya 
pelimpahan kewenangan pada pemerintahan daerah (Pemda), membuat 
Pemda lebih leluasa dan kreatif dalam membangunan daerah. Pembagian 
urusan wajib dan pilihan sebagaimana yang diatur dalam PP38/2007 
memberikan batasan yang jelas, sehingga pembangunan daerah dapat 
disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. 
Sasaran utama otonomi daerah adalah pendekatan pelayanan 
kepada masyarakat. Urusan-urusan yang dapat diselesaikan didaerah 
menjadi tanggung jawab dari pemda bersangkutan. Masyarakat tidak lagi 
berurusan di pusat. Jadi rentang kendali (span of control) lebih pendek. 
Dengan begitu diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua 
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta 
kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan 
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Pemerintah (PP). Kewenangan di bidang lainnya meliputi: kebijakan 
tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional 
secara makro, dana perimbangan keuangan, Sistem Administrasi Negara 
dan Lembaga Perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan 
Sumber Daya Manusia (SDM), pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) 
serta teknologi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.Oleh 
karena itu, dengan pelaksanaan pengawasan pembentukan kualitas 
aparatur pemerintahan, maka selaku badan pengawasan daerah yang 
internal pemerintah, pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, 
dan pelayanan pada masyarakat. Agar tercipta pemerintahan yang baik 
(Good Governance) dan bersih di daerah. 
Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan 
dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas 
dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya 
memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan 
tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. 
Tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada pasal 126 
ayat 3 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat. Kemudian 
secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2008 Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai 
ibukota Kabupaten Bone Kecamatan Kahu menjadi salah satu 
penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung 
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maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-
sistem pemerintahan di Indonesia. 
Sebagai kecamatan yang juga berbatasan langsung dengan 
ibukota Kabupaten Bone, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika 
bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di Kecamatan Kahu ini. 
Untuk itu, camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan 
fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat luasnya 
cakupan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan.  
Untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian 
dengan judul ” Pengawasan Inspektorat Terhadap Tupoksi Camat di 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pengawasan Inspektorat terhadap pemberdayaan 
masyarakat di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 
2. Bagaimana Pengawasan Inspektorat terhadap penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kahu Kabupaten 
Bone. 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Inspektorat terhadap 
tugas pokok dan fungsi Camat di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui Pengawasan Inspektorat terhadap 
pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
2. Untuk mengetahui Pengawasan Inspektorat terhadap terhadap 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan 
Inspektorat terhadap tugas pokok dan fungsi Camat di Kecamatan 
Kahu Kabupaten Bone. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah setempat agar dapat 
meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 
2. Sebagai bahan informasi yang dapat memberikan gambaran 
umum landasan dasar terbentuknya Kecamatan Kahu dan 
mengenai pengawasan Inspektorat Daerah terhadap tugas pokok 
dan fungsi camat di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Konsep Pengawasan  
2.1.1 Pengertian Pengawasan  
Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan 
pemerintahan menurut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi 
pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian 
pada Negara.Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu 
system pengawasan yang tepat.Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan 
agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. 
Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan 
administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan 
yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau 
tidak.Karena itu bukanlah untuk mencari siapa yang salah satu yang 
benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi 
terhadap hasil kegiatan.Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau 
penyimpangan-penyimpagan yang tidak sesuai dengan sasaran yang 
ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat 
meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaanya. 
Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen 
kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-
pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai 
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bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia 
bergaul dengan mereka.  
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 
diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan 
tersebut.Controlling is the process of measuring performance and taking 
action to ensure desired results.  
Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala 
aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan .the 
process of ensuring that actual activities conform the planned activities.  
Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang 
dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil 
aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".  
Sedangkan menurut Basu Swasta, pengawasan merupakan fungsi 
yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti 
yang diinginkan". 
Lebih lanjut menurut Komaruddin, pengawasan adalah 
berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan 
awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang 
berarti". 
Menurut Sule dan Saefullah mendefinisikan bahwa, pengawasan 
sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 
tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 
sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 
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Iman dan Siswandi mengemukakan bahwa pengawasan adalah 
sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan 
manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-
kegiatan sesuai yang direncanakan.Pengertian ini menunjukkan adanya 
hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. 
Reksohadiprodjo, pengawasan merupakan usaha memberikan 
petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai 
dengan rencana.” 
Terry dan Leslie, pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan 
untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga 
dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu 
persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.”  
Sarwoto menyatakan bahwa, pengawasan adalah kegiatan 
manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai 
dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. 
Fathoni mendifinisikan bahwa, pengawasan adalah suatu proses 
untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan 
organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang 
diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan 
kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan “. 
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 
bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. 
Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi 
manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah 
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dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang 
direncanakan ataukah belum.  
Manullang mengemukakan bahwa, pengawasan yang dilakukan 
oleh atasan dari petugas yang bersangkutan.Karena pengawasan 
semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang 
melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. 
Pengawasan yang dipusatkan, pada suatu instansi pemerintahan 
yang didesentralisir, misalnya di kantor kecamatan, apabila pegawai ahli 
maka dia dapat didesentralisir, dan sebaliknya kalau bukan pegawai ahli 
seyogyanya akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pengawasan dapat 
dikelompokkan misalnya ke dalam : 
a. Pengawasan produksi, yaitu agar hasil produksi sesuai dengan 
permintaan/pemuasan langganan dalam jumlah, harga, waktu dan 
servis. 
b. Pengawasan persediaan, yaitu menjamin tersedianya bahan dalam 
jumlah harga, waktu yang tepat sehingga proses produksi tidak 
terganggu.  
c. Pengawasan kualitas, yaitu menjamin agar kualitas hasil produksi, 
bahan dan bahan proses memenuhi ukuran-ukuran standar yang telah 
ditentukan. 
d. Pengawasan ongkos, yaitu menjamin agar produksi/operasi dijalankan 
dengan ongkos minimum sesuai dengan standar.  
Walaupun pengawasan mahal tetapi diharapkan agar hasil 
pengawasan akan dapat memperbaiki kedudukan karena penjualan dapat 
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didorong karena kualita barang lebih unggul dari saingan, atau harganya 
bersaingan, dan lain-lain. Di dalam pengawasan perlu pula diperhatikan 
motivasi. Apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja dilakukan 
pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat sekehendak hati. 
Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak 
diinginkan.Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah 
ditarik suatu kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha 
pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan 
seagimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah 
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek 
yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. 
2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan  
Terwujudnya tujuan pengawasan yang dikehendaki oleh organisasi 
sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap 
kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu.Oleh karena itu 
pengawasan sangat mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu 
tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk: 
a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. 
b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 
mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-
kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru. 
c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 
rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 
direncanakan. 
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d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 
pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 
e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 
ditetapkan dalam planning, yaitu standard.  
Menurut Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga 
mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu: 
a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan. 
b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai 
dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 
c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-
kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan 
perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah 
pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.  
d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah 
dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat 
efisiensi yang lebih benar.  
Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud 
pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan 
segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, 
serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki 
ke arah yang lebih baik. Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, 
Maman Ukas mengemukakan:  
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a) Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi 
yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.  
b)  Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-
rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan 
mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau 
mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.  
c) Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai 
dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas 
kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskasn dari pada 
hasil-hasil yang diharapkan.  
Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan menurut Sule dan 
Saefullah ada empat tujuan pengawasan tersebut adalah adaptasi 
lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan 
mengantisipasi kompleksitas dari organisasi, yaitu : 
a) Adaptasi lingkungan, adalah agar perusahaan dapat terus menerus 
beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 
perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun 
lingkungan eksternal. 
b) Meminimumkan kegagalan, adalah ketika perusahaan melakukan 
kegiatan produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan 
seminimal mungkin. 
c) Meminimumkan biaya, adalah ketiga perusahaan mengalami 
kegagalan. 
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d) Antisipasi komplesitas organisasi, adalah agar perusahaan dapat 
mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.  
Menurut Siswandi mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah : 
a) Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, 
peraturan dan hukum yang berlaku  
b) Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi  
c) Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. 
d) Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam 
organisasi. 
e) Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan 
kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat 
penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.  
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa 
pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:  
a) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-
instruksi yang telah dibuat.  
b) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-
kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas 
kerja.  
c) Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan 
kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.  
2.1.3 Macam Teknik Pengawasan  
Disarikan dari pendapat Koontz, et. al. (dalam Hutauruk, 1986 : 
298-331) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk 
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memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka 
lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung 
(direct control) dan pengawasan tidak langsung (indirect control). 
Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang 
dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan 
rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan 
organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan 
yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, 
memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang 
dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan 
terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Menurut 
Koontz, et. al, pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila 
tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah.  
Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik 
pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan 
pelaksanaan kerja.Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah 
untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang 
tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Menurut 
Koontz, et. al, pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan 
apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi. 
Dari pendapat Koontz et.al diatas, Situmorang mengklasifikasikan 
teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu : 
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a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung  
1) Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan 
secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, 
meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di 
tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara 
langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.  
2)  Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari 
laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun 
tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan 
sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.  
b.  Pengawasan preventif dan represif  
1) Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum 
pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan 
terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, 
rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.  
2) Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta 
laporan pelaksanaan dan sebagainya.  
c. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern  
1) Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat dalam organisasi itu sendiri.  Pada dasarnya pengawasan 
harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit 
dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk 
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pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing 
2) Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat dari luar orgaisasi itu sendiri, seperti hanya pengawasan 
dibidang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan oleh 
badan pengawasan daerah sepanjang meliputi semua pegawai 
yang tercakup di dalamnya serta instansi pemerintahan lain. 
Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir, dalam Siagian 
mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan 
oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam 
teknik, yakni :Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila 
pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan 
yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: 
a. inspeksi langsung,  
b. on the spot observation,  
c. on the spot report, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on 
the spot pula jika diperlukan.  
Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas 
seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar. Seorang 
pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung 
itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat 
tidak langsung. 
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Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan 
jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan 
oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis dan lisan. 
Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa 
sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan 
perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya 
melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan. 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan 
yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam 
teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan 
terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing 
organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar 
dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan 
atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih 
buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan 
yang harus dilakukan oleh organisasi. 
2.1.4 Fungsi – Fungsi Pengawasan 
Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317) mengemukakan  
pelaksanaan  pengawasan  pada dasarnya meruapakan proses yang 
dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan 
sebagaiamana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah 
identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga 
pengambilan  tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi 
dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan pengawasan 
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diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan 
dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak 
berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan 
proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap 
mencapai apa yang telah direncanakan. 
Fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah : 
a. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas 
dan wewenang dalam pelaksanan pekerjaan.  
b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan.  
c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar 
tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.  
d. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan 
pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.  
2.1.5 Tindak Lanjut Pengawasan  
Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari 
kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan 
dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesunguhnya mengenai 
pelaksanaan kegiatan organisasi. Sesuai dengan Instrusksi Presiden 
Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari : 
1. Tindakan adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-
undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin 
yang dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 
tentang pengaturan disiplin pegawai negri sipil.  
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2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu :  
a. Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali.  
b. Tuntutan perbendaharaan  
c. Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll.  
3.  Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya 
kepada kepolisian Negara Repulik Indonesia dalam hal terdapat 
indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia 
dalam hal terdapat indikasi tindakan pidana khusus.  
4. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang 
kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. 
Dengan demikian tindak lanjut yang dilakukan dalam pengawasan 
tidak semuanya harus berbentuk sanksi atau hukuman tetapi juga berupa 
bimbingan atau pengarahan bahkan dapat berupa pujian atau 
penghargaan kepada mereka yang berprestasi. 
2.1.6 Pentingnya Pengawasan 
Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang 
telah memiliki disiplin tinggi.Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, 
aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik. Disiplin 
yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan 
sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang 
lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih 
jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap 
pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai. 
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Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin 
diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto (2009 : 200) adalah :  
a. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan 
organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti 
munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya 
bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan 
sebagainya. Melalui pelaksanaan pengawasan manajer, menditeksi 
perubahan-perubahan  yang berpengaruh pada barang dan jasa 
organisasi, sehingga mampu menghadapitantangan atau 
memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan 
yang terjadi.   
b. Peningkatan komplesitas organisasi. Semakin besar organisasi 
semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. 
Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas 
dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur 
perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar 
organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping 
itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping 
itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak 
agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor 
pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau 
fasilitas-fasilitas penelitian tersebar luas. Semuanya memerlukan 
pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.  
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c. Kesalahan-kesalahan bila para bawahan tidak pernah membuat 
kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan pelaksanaan 
pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat 
kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat 
penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa 
secara tidak tepat. System pelaksanaan pengawasan memungkinkan 
manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 
d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer 
mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab 
atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat 
menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang 
telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan menginplementasikan 
sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem 
tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas 
bawahan. Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak 
menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan 
otonomi pribadi.  
2.1.7 Tahapan-Tahapan Proses Pengawasan  
a. Tahap Penetapan Standar  
Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target 
pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam 
pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu : 
1) Standar Phisik  
2) Standar Moneter  
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3) Standar Waktu  
b. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan  
Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan secara tepat  
c. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan  
Beberapa proses yang berulang-ulang dan continue, yang berupa 
atas, pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel.  
d. Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa 
Penyimpangan. 
Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan 
dan menganalisanya mengapa bisa terjadi demikian, juga 
digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagai manajer. 
e. Tahapan Pengambilan Tindakan Koreksi 
Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, 
dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaannya. 
2.1.8 Pengawasan Yang Efektif  
Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010 : 28) yaitu :  
1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan 
pedoman dan valid. 
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan 
secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu 
dilaksanakan. 
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami. 
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4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang 
penyimpangan yang paling sering terjadi. 
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan 
harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat. 
6.  Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan 
yang ada di organisasi. 
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan 
sukses atau gagaloperasi serta harus sampai pada karyawan 
yang memerlukannya. 
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang 
dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi 
perubahan kondisi 
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat 
menunjukan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi 
yang akan diambil 
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan 
pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong 
peranan otonomi, tangung jawab dan prestasi.  
2.2. Konsep Inspektorat  
Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 
tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula 
dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi/Kota atau Kota, Inspektorat 
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merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional 
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan 
Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu 
Inspektorat mempunyai fungsi yaitu : 
a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan fungsional. 
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah oleh perangkat daerah dan pengelolaan 
badan usaha milik daerah dan usaha daerah lainya. 
c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja 
Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha 
Daerah lainnya;  
d. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan 
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan 
temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari 
berbagai pihak. 
e.  Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja 
Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha 
Daerah lainnya. 
f. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan 
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan 
26 
 
temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari 
berbagai pihak; 
g. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap 
dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;  
h. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah 
melalui pemberian konsultasi;  
i. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat 
pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);  
j. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua 
pihak;  
k. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang 
berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas 
pengawasan;  
l. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Gubernur 
dengan tembusan kepada DPRD;   
2.3. Fungsi Inspektorat  
Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di 
bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, 
sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah. Fungsi-
fungsi Inspektorat  Daerah, meliputi : 
1) Perencanaan program pengawasan. 
2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. 
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3) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang 
pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta 
keuangan dan kekayaan daerah. 
4) Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan. 
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Sedangkan Inspektorat Daerah Kota mempunyai kedudukan, tugas 
pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kota/Kota 
masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing 
kota/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Oleh sebab itu, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembaga-
lembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola 
pembinaan terpadu dan berkesinambungan. 
2.4. Tupoksi Camat 
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2008 
pasal 5, 6 dan 7 tentang Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan 
mengenai Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 
Daerah Kabupaten yang berkedudukan dibawa dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagaian urusan Otonomi Daerah. Camat dalam 
melaksanakan tugas umum Pemerintahan meliputi : 
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a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
Tugas Pokok : Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan 
Perekonomian, Peningkatan Produksi, Menyusun Program 
Pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan melalui Forum 
Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, Desa/Kelurahan 
(MRPK D/K), serta Pembinaan Kelembagaan Desa / Kelurahan. 
Rincian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat meliputi : 
a. Mendorong Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 
perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup Kecamatan 
dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa / 
Kelurahan dan Kecamatan. 
b. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap keseluruhan 
Unit Kerja baik Pemerintahan maupun Swasta yang mempunyai 
Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah 
kerja Kecamatan. 
c. Melakukan tugas-tugas lain dibidang Pemberdayaan Masyarakat 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 
d. Melakukan perencanaan dan menyusun program Pembangunan 
Kecamatan, Desa / Kelurahan. 
e. Melakukan pengendalian terhadap Pembangunan serta Pembinaa
n terhadap penyusunan program Kesejahteraan Sosial di 
Kecamatan, Desa dan Kelurahan. 
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f. Melaksanakan Pembinaan terhadap kegiatan Perekonomian, 
Perdagangan (sembako), Pengembangan Pariwisata, 
Perindustrian dan sector Ekonomi lainnya. 
g. Melaksanakan Pembinaan terhadap Kelembagaan 
Desa/Kelurahan seperti : LPM, PKK, Karang Taruna dan Lainnya. 
h. Melakukan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Lomba Desa / 
Kelurahan. 
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum 
Tugas Pokok : Mengawasi dan melaksanakan Pembinaan terhadap 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Sosial Politik ( Sospol ). 
Rincian Tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
meliputi: 
a) Melakukan Koordinasi dengan Pihak Kepolisian dan/atau TNI 
mengenai program dan kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman 
dan Ketertiban Umum. 
b) Melakukan Koordinasi dengan Pemuka Agama yang ada ditingkat 
Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum 
masyarakat diwilayah Kecamatan. 
c) Melakukan Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
d) Melakukan pelayanan dibidang keamanan dan ketertiban 
masyarakat. 
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2.5. Kerangka Konseptual 
Fungsi dan peran pengawasan adalah suatu kegiatan penilaian 
terhadap suatu organisasi dengan tujuan, agar organisasi tersebut dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang 
direncanakan. Menurut Reksohadiprodjo (2008, hal. 63) bahwa 
pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada para 
pelaksana, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Bila 
mengacu pada realitas siste pemerintahan maka apa yang dikemukakan 
oleh E. Koswara dapat dibenarkan sebagai salah satu bukti system 
pemerintahan yang mengacu pada pelaksanaan pengawasan yang 
berfungsi sebagai pembuatan undang-undang yang tidak sepenuhnya di 
lakukan oleh DPR. 
Berdasarkan pendapat yang sebagaimana dilakukan oleh 
Reksohadiprojo maka dalam melakukan pengawasan, khususnya pada 
Kantor Inspektorat  dalam melakukan pengawasan di Kantor  Camat 
adalah lebih ditekankan pada hasil pelaksanaan pekerjaan yang lebih 
akurat dalam melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh 
karena itulah menilai efektifnya fungsi pengawasan  dalam menentukan 
indikator.  
Penulis berpedoman pada teori pengawasan yang sebagaimana 
dikemukakanoleh Sarwoto (2010, hal. 28) bahwa suatu pengawasan yang 
efektif jika terdapat keakuratan data dalam fungsi pengawasan, ketepatan 
waktu dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh dan 
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adanya keakuratan data. Oleh karena itulah akan disajikan kerangka 
konseptual yaitu sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. Gambar Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspektorat    
---------------------------- 
 Pemeriksaan 
 Pengujian 
 Pengusutan 
 
Faktor yang 
mempengaruhi : 
1) Faktor Manusia 
2) Faktor Budaya 
Tupoksi Camat 
---------------------------- 
1) Pemberdayaan 
masyarakat 
2) Penyelenggaraan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Pendekatan Penelitian  
 Dalam penelitian ini digunakan teknik deskriptif/kualitatif yaitu 
menguraikan secara kualitatif mengenai pengawasan yang dilakukan oleh 
Kantor Inspektorat  terhadap Kantor Camat Kahu Kabupaten Bone. 
3.2. Lokasi Penelitian  
Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Daerah 
Kabupaten Bone. dan Kantor Camat Kahu Kabupaten Bone. 
3.3. Narasumber/Informan  
 Narasumber/Informan merupakan orang-orang yang berpotensi 
untuk memberikan informasi tentang mengapa fungsi pengawasan yang 
kurang efektif di Kantor Camat Kahu Kabupaten Bone dan Inspektorat . 
Yang dapat memberikan informasi kepada penulis yaitu : 
1) Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone 
2) Pegawai Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Bone 
3) Camat Kahu Bone 
4) Pegawai Staf Camat Kahu 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Seluruh kegiatan penelitian data tidak terlepas dengan suatu metode 
pengumpulan data, sebab dalam memilih suatu metode penelitian tidak 
terlepas dari masalah-masalah yang hendak diteliti. Dalam suatu kegiatan 
penelitian, metode memang peran penting sebab metode memang 
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memiliki peran penting, sebab metode penelitian adalah merupakan salah 
satu cara untuk mengungkapkan masalah yang berkaitan dengan 
penelitian. Sebelum peneliti/penulis mengemukakan metode yang akan 
digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan 
pengertian penelitian itu sendiri. Penelitian adalah merupakan suatu 
usaha dalam proses untuk mendapatkan solusi dari permasalahan setelah 
dilakukan studi dan analisis dari berbagai faktor.  
Berdasarkan derfinisi di atas terlihat bahwa penelitian muncul 
diakibatkan adanya permasalahan, dan adanya keinginan untuk 
mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut. (Nasution dan Usman, 
2008 : 2). Pada hakekatnya dalam sebuah penelitian maka ada metode 
atau cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mencari dan 
menganalisis sumber, yaitu berupa sumber data primer dan sumber data 
sekunder yaitu : 
a) Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui hasil 
wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi obyek dalam 
penelitian.  
b) Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan 
dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan 
penelitian.  
Untuk memperoleh data yang autentik, mengenai data penelitian ini 
penulis mengemukakan teknik pengumpulan data yaitu : 
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a) Kuesioner yaitu penulis menyebarkan daftar pertanyaan ke responden 
b) Teknik Wawancara atau lisan yaitu penulis mewawancarai langsung 
dengan informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti.  
c) Teknik observasi (Pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan 
langsung dengan cara mengumpulkan data serta mencatat gejala-
gejala yang nampak pada objek penelitian.  
d) Teknik Dokumenter yaitu melacak sumber-sumber tertulis yang 
berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Sumber ini berupa 
litelatur yang memuat data yang relevan dengan masalah penelitian.  
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data 
dalam metode penelitian dengan menjawab rumusan masalah maka 
dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono 
(2008 : 147) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau gambarankan data 
yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
Dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu. 
Analisis data tersebut menunjukkan pada petunjuk makna, 
deskripsi dan penempatan data pada konteksnya masing-masing serta 
seringkali melukiskan kata-kata dalam bentuk yang sederhana. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM HASIL PENELITIAN 
4.1. Keadaan Geografis dan Demografis 
Kecamatan Kahu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 
Bone yang sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Libureng, utara 
berbatasan Kecamatan Patimpeng dan Timur berbatasan Kecamatan 
Kajuara dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontocani yang 
terletak pada bagian selatan Kabupaten Bone yang berjarak sekitar 100 
km dari kota Watampone, yang meliputi 19 Desa dan 1 Kelurahan. Semua 
Desa di Kecamatan Kahu berada pada letak desa yang bukan pantai 
dengan klasifikasi desa semuannya Swakarya 8 desa dan 12 desa 
Swadaya. 
4.1.1 Data Kependudukan  
Keberadaan penduduk di suatu daerah sangat penting karena 
penduduk merupakan modal utama pembangunan. Penduduk berperan 
sebagai otak dan agen pelaksana pembangunan. Dengan mengetahui 
kondisi kependudukan, memungkinkan perencanaan pembangunan akan 
lebih tepat dan terarah.  
Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kec1amatan Kahu tercatat 
38.166 jiwa . Apabila dibandingkan dengan tahun 2012, maka selama 
kurun waktu 1 tahun, jumlah penduduk Kecamatan Kahu bertambah 
sebanyak 3,03 persen. Ditinjau dari komposisi penduduk, penduduk 
Kecamatan Kahu terdiri atas 18.296 laki-laki dan 19.870 perempuan. 
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Dengan demikian, perbandingan jenis kelamin (sex ratio) di kecamatan ini 
adalah 92,08 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 
92 penduduk laki-laki. Berikut Gambar 3.1. Sesuai data Kabupaten     
Bone 2014 tentang Penduduk Kecamatan Kahu Menurut Desa/Kelurahan 
Tahun 2013. 
Desa Laki-Laki Wanita Jumlah 
(1) (2) (3) (4) 
CAMILO 581 624 1.205 
LALEPO 354 372 726 
PASAKA 1.182 268 2.450 
MATTOANGING 263 2.963 556 
NUSA 841 878 1.719 
ARALAE 831 881 1.712 
LABUAJA 905 951 1.856 
BALLE 763 818 1.581 
PALATTAE 1.304 1.477 2.781 
CAKKELA 659 690 1.349 
MATAJANG 594 637 1.231 
MANGGERANG 583 641 1.224 
CARIMA 481 526 1.007 
BIRU 1.796 1.967 3.763 
CENRANA 988 1.001 1.989 
HULO 946 1.117 2.063 
PALAKKA 1.226 1.387 2.612 
BONTO PADANG 697 755 1.452 
CAMILO 1.837 1.994 3.831 
LALEPO 1.465 1.594 3.059 
Sumber : KCA Kahu Tahun 2014 
 
Gambar 3.1. Data Penduduk Kecamatan Kahu Menurut Desa/Kelurahan  
Tahun 2014 
 
4.1.2 Luas Wilayah  
Kabupaten Bone memiliki luas wilayah sebesar 4.559 km2, yang 
terdiri dari 27 Kecamatan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Bontocani 
dengan presentase 10,16%, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan 
Tanete Riattang dengan presentase 0,52%. Sementara itu, Kahu hanya 
mengambil bagian sebesar 2,86% (130,47 km2) dari luas Kabupaten 
Bone. Berikut Gambar 3.2. sesuai data Kabupaten Bone Tahun 2014 
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tentang  Perbandingan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan 
se- Kabupaten Bone 2013. 
Kecamatan Penduduk Luas Wil (km2) 
(1) (2) (3) 
Bontocani 15.558 463.35 
Kahu 38.166 189.50 
Kajuara 35.629 124.13 
Salomekko 15.288 84.91 
Tonra 13.290 200.32 
Libureng 16.178 130.47 
Kahu 29.581 344.25 
Mare 26.028 263.50 
Sibulue 33.529 155.80 
Cina 26.007 147.50 
Barebbo 27.059 114.20 
Ponre 13.577 293.00 
Lappariaja 23.547 138.00 
Lamuru 24.628 208.00 
Tellu Limpoe 13.954 318.10 
Bengo 25.380 164.00 
Ulaweng 24.628 161.67 
Palakka 22.400 115.32 
Awangpone 29.034 110.70 
Tellu Siatenge 39.932 159.30 
Amali 20.653 119.13 
Ajangale 27.337 139.00 
Dua Boccoe 30.096 144.90 
Cenrana 23.810 143.60 
T.Riattang Barat 46.244 53.68 
Tanete Riattang 50.573 23.79 
T.Riattang Timur 41.691 48.88 
 
Sumber : DDA Bone, 2014 
 
Gambar 3.2. Data Perbandingan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah 
Kecamatan se- Kabupaten Bone Tahun 2013 
 
 
4.1.3 Pemerintahan  
Pemerintah dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan 
kepemerintahan dan melayani masyarakat. Pada tingkat kecamatan, 
terdapat 10 instansi pemerintah/ BUMN di Kecamatan Kahu yang terdiri 
atas instansi pelaksana pemerintahan (kantor camat), pelayanan 
kesehatan (Puskesmas), dan lain-lain. Seluruh instansi menyerap 93 
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pegawai dengan pegawai terbanyak terdapat pada Puskesmas (84 
pegawai) dan yang paling sedikit adalah BPS yaitu 1 pegawai.  
Secara administratif, Kecamatan Kahu terdiri atas 20 desa. 
Keseluruhan desa tersebut telah memiliki kelembagaan desa untuk 
menunjang kehidupan bermasyarakat seperti LKMD dan Kepemudaan. 
Berikut Gambar 3.3. sesuai data Kabupaten Bone 2014 tentang 
Pemerintahan Kecamatan Kahu. 
Statistik Pemerintahan 
Kecamatan Kahu 
Instansi 2013 
KANTOR CAMAT 13 
KANDEP DIKBUDCAM 14 
PSKESMAS 84 
KORAMIL 15 
KAPOLSEKTIP 15 
KANTOR URUSAN 6 
KCD PERTANIAN 22 
BPS 1 
PENGAIRAN 50 
BKKBN 3 
SEKDES 16 
Sumber : Kec. Kahu dalam angka 2014 
Gambar 3.3. Data Primer Pemerintahan Kecamatan Kahu 
4.2 Pelaksanaan Pengawasan 
  Bentuk pengawasan yang diterapkan Inspektorat Daerah, 
yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, untuk lebih 
jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: 
1. Pengawasan Melekat  
Sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab 
sebelumnya bahwa pengawasan melekat merupakan pengawasan 
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yang bersifat pengendalian terus menerus dilakukan oleh atasan 
langsung terhadap bawahannya. Untuk itu penulis akan 
menjelaskan  pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan 
Inspektorat  terhadap tugas pokok dan fungsi kecamatan di kantor 
kecamatan Kahu Kabupaten Bone, yaitu : 
a. Pengawasan Langsung 
Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah 
apabila Inspektorat melakukan pemeriksaan secara langsung 
pada tempat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 
pegawai kecamatan. Tujuan dari pengawasan langsung segala 
sesuatu yang dikerjakan oleh pegawai kecamatan agar dapat 
memperbaiki segala kesalahan apabila terjadi penyimpangan 
yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
kecamatan, untuk mencapai tujuan organisasi. 
Dalam pelaksanaan pengawasan langsung ini 
dijalankan pengawasan dengan dua cara, yaitu pengawasan 
inspektif dan pengawasan verifikatif. 
Tujuan pengawasan inspektif adalah untuk mengecek 
kebenaran dari suatu laporan yang dibuat oleh petugas 
pelaksana pengawasan. Aparat pengawasan memberikan 
instruksi-instruksi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan 
pekerjaan baik secara insidental. Dan untuk lebih jelasnya 
mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara 
inspektif dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:  
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Tabel 4.1. 
Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Inspektif   
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
 Selalu dilaksanakan 
 
 Kadang-kadang   
 
Tidak dilaksanakan 
 
 
31 
19 
 4 
 
 
57,41 
 35,18 
7,41 
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
 
Dari data tabel 4.1 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah   pegawai yang dijadikan responden, bahwa yang 
menjawab selalu dilaksanakan sebanyak 31 orang (57,41%), 
kadang-kadang dilaksanakan sebanyak 19 orang (35,18%), dan 
tidak dilaksanakan sebanyak 4 orang (7,41%).   
Melalui data pada tabel 1 tersebut di atas dapat 
simpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan inspektif terhadap 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan oleh 
Inspektorat . 
Pengawasan verifikatif adalah cara pengawasan yang 
dilakukan melalui pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan 
yang berhubungan dengan prosedur kerja, pemeriksaan 
tersebut dilakukan secara periodik  untuk mengetahui dari hasil 
pelaksanaan pekerjaan. 
41 
 
Pelaksanaan pengawasan verifikatif dilakukan oleh 
Inspektorat di Kecamatan Kahu dapat di lihat pada tabel 4.2 
berikut: 
Tabel 4.2. 
Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan Verifikatif  
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
B 
C 
 
 
 Selalu dilaksanakan 
 Kadang-kadang   
Tidak dilaksanakan 
 
 
29 
22 
3 
 
53,70 
40,74 
5,56  
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
 
Dari data tabel 4.2 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah   pegawai yang dijadikan responden bahwa yang 
menjawab selalu dilaksanakan sebanyak 29 orang (53,70%), 
kadang-kadang dilaksanakan sebanyak 22 orang (40,74%), dan 
tidak dilaksanakan sebanyak 3 orang (5,56%).   
Melalui data pada tabel 4.2 tersebut di atas dapat 
simpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan inspektif oleh 
Inspektorat   sudah dilaksanakan. 
Pengawasan melekat selain dapat dipergunakan oleh 
Inspektorat  di dalam mendapatkan data dan informasi sebagai 
umpan balik (feed back) dari pelaksanaan fungsi manajemen 
yang dilaksanakannya, dapat juga dipergunakan untuk 
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menyusun laporan yang akan disampaikan pada pimpinan yang 
lebih tinggi dan bahkan kepada pucuk pimpinan. Untuk itu 
Inspektorat  mempergunakan hasil temuan dari pengawasan 
fungsional. Akan tetapi pengawasan fungsional sangat terbatas 
jangkauannya, maka pimpinan Inspektorat tidak dapat 
menggantungkan diri pada kegiatan pengawasan fungsional.  
Untuk itu data dan informasi yang diperlukan di dalam 
melakukan tindakan koreksi harus dicari sendiri. Dengan 
demikian pengawasan melekat merupakan sarana utama bagi 
Inspektorat  di dalam menetapkan atau memperbaiki suatu 
keputusan, sedangkan pegawasan fungsional berperan sebagai 
sarana penunjang karena data dan informasi yang disajikannya 
hanya diperoleh dari linglkungan organisasi/unit kerja yang 
mengalami kasus penyelewengan, penyalagunaan, wewenang, 
dan lain-lain, sehingga tidak tidak memberikan gambaran yang 
lengkap tentang keseluruhan data dan informasi yang 
diperlukan. 
Pengawasan melekat yang dilakukan secara terus 
menerus dapat dikatakan pelaksanaan pengawasan yang 
mendasari dan pengawasan fungsional yang dilakukan secara 
rutin dalam arti setiap pelaksanaan pengawasan yang sudah 
terprogram serta terencana sesuai struktur organisasi. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai 
43 
 
dalam melakukan pengawasan sebagai upaya meningkatlkan 
disiplin kerja. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis pengawasan 
yang dilakukan terhadap tugas pokok dan fungsi camat tidak 
dilaksanakan secara terus-menerus. Hal ini terlihat selama 
penelitian para pegawai dalam memanfaatkan waktu kerja tidak 
efisien karena waktu jam kerja dipergunakan untuk hal-hal yang 
tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang ada. Di 
samping itu pengawasan yang dilakukan melalui kontrol 
pekerjaan dan hasil persetujuan yang dilakukan pegawai 
tersebut dievaluasi, untuk diketahui apakah pekerjaan tersebut 
sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya 
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, dapat dilihat pada 
tabel 4.3 berikut: 
Tabel 4.3 
Tanggapan Responden Tentang  
Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan 
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
B 
C 
 
 
Selalu dilakukan 
Kadang-kadang    
Tidak pernah dilakukan 
 
 
 15 
30 
9 
 
 
27,78 
55,55 
16,67 
 
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014) 
 
Dari data tabel 4.3 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden, bahwa yang 
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menjawab selalu dilakukan sebanyak 15 orang (27,78%), 
kadang-kadang dilakukan sebanyak 30 orang ( 55,55%), dan 
tidak dilaksanakan sebanyak 9 orang (16,67%).   
Dari uraian penjelasan tabel 4.3 di atas dapat simpulkan 
bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 
Inspektorat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 
Perencanaan pada dasarnya merupakan perkiraan 
kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. 
Perencanaan ini sangat penting artinya agar pelaksanaan 
pengawasan dapat dilakukan meskipun sikap pengawasan 
adalah inspeksi mendadak, untuk mengetahui secara langsung 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang 
tidak menemukan  hal-hal penyimpangan berarti pengawasan 
tersebut di dalam pelaksanaannya belum mengarah pada suatu 
rencana atau merupakan suatu kegiatan yang percuma.  
Berdasarkan hasil pengamatan mengenai tingkat 
pengawasan didasarkan atas rencana kerja yang telah 
ditetapkan dengan uraian-uraian tugas dan peraturan yang 
berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4.4. 
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Pengawasan 
Tentang Rencana Kerja   
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
 Selalu sesuai rencana 
 
 Kadang-kadang  sesuai 
 
Tidak sesuai rencana 
 
 
34 
 
18  
 
2 
 
62,96 
 
33,33 
 
3,71 
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
 
Dari data tabel 4.4 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden, bahwa yang 
menjawab selalu sesuai rencana sebanyak 34 orang (62,96%), 
kadang-kadang sesuai rencana  sebanyak 18 orang (33,33%), 
dan tidak sesuai rencana sebanyak 2 orang (3,71%).   
Dari uraian penjelasan tabel 4.4 di atas dapat simpulkan 
bahwa pelaksanaan pengawasan tentang rencana kerja yang 
dilakukan oleh Inspektorat   yaitu sesuai dengan rencana. 
Di dalam melaksanakan pengawasan terhadap tugas 
pokok dan fungsi Camat di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
pihak Inspektorat  berupaya agar pelaksanaan tugas sehari-hari 
berjalan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan rencana 
kerja yang dibuat agar tercipta kelancaran kerja sesuai yang 
diharapkan, dengan kata lain pengawasan dilakukan dengan 
maksud menghindari terjadinya penyimpangan yang terjadi. 
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Selanjutnya tanggapan responden terhadap adanya 
deviasi atas rencana, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 
berikut: 
Tabel 4.5 
Tanggapan Responden Tentang Perbaikan Terhadap 
Penyimpangan Yang Terjadi  
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
 Selalu memperbaiki 
 
 Kadang memperbaiki   
 
Tidak   memperbaiki 
 
 
 39 
 
11 
 
4 
 
72,22 
 
20,37 
 
7,41 
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
 
Dari data tabel 4.5 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden oleh Penulis 
diketahui bahwa yang menjawab selalu memperbaiki sebanyak 
39 orang (72,22%), kadang-kadang memperbaiki  sebanyak 11 
orang (20,37%), dan tidak pernah memperbaiki sebanyak  4 
orang (7,41%).   
Dari uraian penjelasan tabel 4.5 di atas dapat simpulkan 
bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat  terhadap  
tugas pokok dan fungsi camat di kantor camat kahu untuk 
mencegah dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi. 
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b. Pengawasan Tidak Langsung 
Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan 
yang dilakukan oleh Inspektorat dari jauh. Dikatakan jarak jauh, 
karena Inspektorat Daerah melakukan melalui laporan-laporan 
diterima dari bawahan. Laporan-laporan tersebut mengenai 
pelaksanaan pekerjaan di Kecamatan, baik hasil yang telah 
dicapai maupun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan. 
Laporan merupakan salah satu unsur penting dalam 
pengawasan dan merupakan keharusan, karena adanya suatu 
rencana yang merupakan standar atau alat pengukur dari pada 
pekerjaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daera. Rencana 
menjadi petunjuk apakah suatu pekerjaan harus segera 
dilaporkan adanya penyimpangan, dimana letak penyimpangan 
dan penyebab dari penyimpangan itu, sehingga dapat diambil 
tindakan yang nantinya dapat menunjukkan perbedaan-
perbedaan yang mungkin terjadi antara hasil yang direncanakan 
denga  hasil yang nyata. 
Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pelaporan di di 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dapat dilihat pada tabel 4.6 
berikut: 
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Tabel 4.6 
Tanggapan Responden Tentang  
Sistem Pelaporan Yang Dilaksanakan 
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
1 bulan sekali 
 
3 bulan sekali   
 
6 bulan sekali 
 
 
34 
 
14 
 
6  
 
 
62,96 
 
25,93 
 
11,11 
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
 
Dari data tabel 4.6 tersebut di atas memperlihatkan 
sistem atau pemeriksaan hasil pekerjaan dilaksanakan secara 
berkala  di Kantor Camat Kahu. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui keadaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan 
dan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugas 
tersebut. 
Tentang pemeriksaan pelaporan pegawai sebagaimana 
tanggapan responden  bahwa yang menjawab pelaporan 1 
bulan sekali sebanyak 34 orang (62,96%), pelaporan 3 bulan 
sekali sebanyak 14 orang (25,92%), dan pelaporan 6 bulan 
sekali  sebanyak 6 orang (11,11%).   
Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pengawasan tidak langsung mempunyai kelemahan, yaitu para 
pegawai tidak akan biasa mengemukakan secara terperinci 
hasil kerja dalam bentuk laporan saja. Keadaan ini akan 
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menimbulkan kesulitan bagi pimpinan dalam mengambil 
keputusan. Karena laporan yang disampaikan oleh para 
pegawai tidak dapat dirinci secara benar, hanya mengandalkan 
laporan biasa yang berbentuk lisan ataupun tulisan. 
Pelaksanaan pengawasan tidak langsung di kantor Camat Kahu 
Kabupaten Bone yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah 
dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut: 
Tabel 4.7 
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Pengawasan 
Tidak Langsung di Kantor Camat Kahu oleh Inspektorat  
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
 Selalu dilaksanakan 
 
 Kadang-kadang   
 
Tidak dilaksanakan 
 
 
20 
 
30  
 
4 
 
 
37,04 
 
55,55 
 
7,41  
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
 
Dari data tabel 4.7 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden terhadap 
pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan oleh Inspektorat  
di Kantor Camat Kahu bahwa yang menjawab selalu 
dilaksanakan sebanyak 20 orang (37,04%), kadang-kadang 
dilaksanakan sebanyak 30 orang (55,55%), dan tidak 
dilaksanakan sebanyak 4 orang (7,41%).   
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Dari uraian penjelasan tabel 4.7 di atas dapat simpulkan 
bahwa pelaksanaan pengawasan tidak langsung oleh 
Inspektorat  di Kantor Camat Kahu mengenai tugas pokok dan 
fungsi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai 
kecamatan membenarkan adanya perbedaan dalam pemberian 
laporan, khususnya laporan tertulis. Hal ini menurut pegawai 
disebabkan adanya pegawai yang terlambat menyerahkan 
laporan tertulis bahkan laporan tersebut diberikan pada periode 
berikutnya terutama laporan bulanan. 
Pelaksanaan pengawasan melalui pemberian laporan 
lisan dari pegawai di kantor Kecamatan Kahu dapat dilihat pada 
tabel 8 berikut: 
Tabel 4.8 
Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Melalui 
Laporan  Lisan dari Camat  kepada Inspektorat  
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
 Selalu dilaksanakan 
 
 Kadang-kadang   
 
Tidak dilaksanakan 
 
 
32 
 
20 
 
2  
 
 
59.26 
 
37.04 
 
3,70  
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
 
Dari data tabel 4.8 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden diketahui 
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bahwa yang menjawab selalu dilaksanakan sebanyak 32 orang 
(39.26%), kadang-kadang dilaksanakan sebanyak 20 orang 
(37.04%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 2 orang (3,70%).   
Melalui data pada tabel 4.8 tersebut di atas dapat 
simpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan inspektif oleh 
Inspektorat  di Kantor Kecamatan Kahu terlaksana 
sebagaimana mestinya. 
 Dari hasil wawancara dengan  pegawai Inspektorat   
bahwa pelaporan  selalu tepat waktu dalam pemberian laporan 
secara lisan. Pengawasan melekat selain dapat dipergunakan 
oleh Inspektorat  di dalam mendapatkan data dan informasi 
sebagai umpan balik (feed back) dari pelaksanaan fungsi 
manajemen yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan, dapat 
juga dipergunakan untuk menyusun laporan yang akan 
disampaikan pada pimpinan yang lebih tinggi dan bahkan 
kepada pucuk pimpinan. Untuk itu Inspektorat  mempergunakan 
hasil temuan dari pengawasan fungsional. Akan tetapi 
pengawasan fungsional sangat terbatas jangkaunnya, maka 
Inspektorat  tidak dapat menggantungkan diri pada kegiatan 
pengawasan fungsional.  Untuk itu data dan informasi yang 
diperlukan di dalam melakukan tindakan koreksi harus dicari 
sendiri. Dengan demikian pengawasan melekat merupakan 
sarana utama bagi Inspektorat  di dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai pengawas,  sedangkan pegawasan 
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fungsional berperan sebagai sarana penunjang karena data dan 
informasi yang disajikannya hanya diperoleh dari lingkungan 
organisasi/unit kerja yang mengalami kasus penyelewengan, 
penyalagunaan, wewenang, dan lain-lain, sehingga tidak  
memberikan gambaran yang lengkap tentang keseluruhan data 
dan informasi yang diperlukan. 
Pengawasan melekat yang dilakukan secara terus 
menerus dapat dikatakan pelaksanaan pengawasan yang 
mendasari dan pengawasan fungsional yang dilakukan secara 
rutin dalam arti setiap pelaksanaan pengawasan yang sudah 
terprogram serta terencana sesuai struktur organisasi. Hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai 
dalam melakukan pengawasan.  
Berdasarkan hasil pengamatan penulis pengawasan 
yang dilakukan oleh Inspektorat  sebagai upaya  untuk 
mengetahui apakah tugas pokok dan fungsi pegawai kecamatan 
sudah dilaksanakan secara terus menerus. Hal ini terlihat 
selama penelitian. Di samping itu pengawasan yang dilakukan 
melalui kontrol pekerjaan dievaluasi oleh Inspektorat .  
Untuk lebih jelasnya pengawasan yang dilakukan, dapat 
dilihat pada tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9 
Tanggapan Responden Tentang  
Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan oleh Inspektorat  
Melalui Evaluasi 
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
Selalu dilakukan 
 
Kadang-kadang   
 
Tidak pernah dilakukan 
 
 
28 
 
23 
 
3 
 
 
51.85 
 
42.59 
 
5,56  
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
 
Dari data tabel 4.9 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden diketahui 
bahwa yang menjawab selalu dilakukan  sebanyak 28 orang 
(51.85%), kadang-kadang dilakukan sebanyak 23 orang 
(42.59%), dan tidak dilaksanakan sebanyak 3 orang (5,56%).   
Dari uraian penjelasan tabel 4.9 di atas dapat simpulkan 
bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 
Inspektorat  melalui evaluasi di Kecamatan Kahu sepenuhnya 
berjalan dengan baik. 
Perencanaan pada dasarnya merupakan perkiraan 
kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. 
Perencanaan ini sangat penting artinya agar pelaksanaan 
pengawasan dapat dilakukan meskipun sikap pengawasan 
adalah inspeksi mendadak, untuk mengetahui secara langsung 
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penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan yang 
tidak menemukan  hal-hal penyimpangan berarti pengawasan 
tersebut di dalam pelaksanaannya belum mengarah pada suatu 
rencana atau merupakan suatu kegiatan yang percuma.  
Berdasarkan hasil pengamatan bahwa mengenai tingkat 
pengawasannya didasarkan atas rencana kerja yang telah 
ditetapkan dengan uraian-uraian tugas dan peraturan yang 
berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 
Tabel 4.10 
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Pengawasan 
Tentang Tugas Pokok dan Fungsi 
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
 Selalu sesuai rencana 
 
 Kadang-kadang  sesuai 
 
Tidak sesuai rencana 
 
 
35 
 
15 
 
4  
 
 
 64,81 
 
27,78 
 
7,41 
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2007). 
 
Dari data tabel 4.10 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden di Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 
bahwa yang menjawab selalu sesuai rencana sebanyak 35 
orang (64,81%), kadang-kadang sesuai rencana  sebanyak 15 
55 
 
orang (27,78%), dan tidak sesuai rencana sebanyak 4 orang 
(7,41%).   
Dari uraian penjelasan tabel 4.10 di atas dapat simpulkan 
bahwa pelaksanaan pengawasan tugas pokok dan fungsi  yaitu 
sesuai dengan rencana. 
Di dalam melaksanakan pengawasan di Kantor 
Kecamatan Kahu Inspektorat  berupaya agar pelaksanaan 
tugas sehari-hari berjalan sesusi dengan tugas pokok dan 
fungsinya sebagaimana mestinya dengan kata lain pengawasan 
dilakukan dengan maksud menghindari terjadinya 
penyimpangan yang terjadi. 
Selanjutnya tanggapan responden terhadap adanya 
deviasi atas rencana, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 
4.11 berikut: 
Tabel 4.11 
Tanggapan Responden Tentang Perbaikan Terhadap 
Penyimpangan Yang Terjadi  
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
 
B 
 
C 
 
 
 Selalu memperbaiki 
 
 Kadang memperbaiki   
 
Tidak   memperbaiki 
 
 
28 
 
18 
 
8 
 
 
51,85 
 
33,33 
 
14,82  
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
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Dari data tabel 4.11 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah orang pegawai yang dijadikan respondenbahwa yang 
menjawab selalu memperbaiki sebanyak 28 orang (51,85%), 
kadang-kadang memperbaiki  sebanyak 18 orang (33,33%), dan 
tidak pernah memperbaiki sebanyak 8 orang (14,82%).   
Dari uraian penjelasan tabel 4.11 di atas dapat simpulkan 
bahwa pelaksanaan pengawasan Inspektorat  terhadap tugas 
pokok dan fungsi untuk untuk mencegah dan memperbaiki 
penyimpangan yang terjadi di Kantor Camat Kahu.  
2. Pengawasan Fungsional 
Dalam pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan 
oleh aparat  pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah, 
yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan 
pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, jadi pengawasan fungsional 
dibentuk guna mendapatkan hasil pengawasan obyektif sehingga di 
samping pengawasan melekat yang ada pada unit organisasi 
pemerintah maka sangat diperlukan  pengawasan yang terlepas 
dari unit pelaksana.  
Dari hasil observasi (pengamatan langsung)  di Kecamatan 
Kahu, pelaksanaan pengawasan fungsional yang digunakan yaitu 
pengawasan administratif. 
Pengawasan administratif adalah pengawasan yang 
meliputi: pengawasan keuangan dan pengawasan kepegawaian. 
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Pengawasan bidang keuangan menyangkut pos-pos anggaran 
yang meliputi pengurusan administratif dan pengurusan 
bendaharawan yang menyangkut prosedur penerimaan dan 
pengeluaran uang dalam organisasi. Sedangkan pengawasan 
kepegawaian yang meliputi Pengawasan terhadap ketaatan kepada 
peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap daya guna, 
hasil guna dan kehematan hasil kegiatan pemerintah (pemeriksaan 
manajemen) serta pengawasan terhadap daya guna, hasil guna 
dan kehematan program pembangunan.  
Tanggapan responden mengenai pengawasan administratif 
menggunakan catatan keuangan untuk memeriksa laporan, yaitu 
dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut: 
Tabel 4.12 
Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Administratif 
dengan Menggunakan Catatan Laporan Keuangan  
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
A 
B 
C 
 
 
 Selalu dilaksanakan 
 Kadang dilaksanakan   
 Tidak   tidak dilaksanakan 
 
 
 29 
20 
5 
 
 
53,70 
37,04 
9,26  
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
 
Dari data tabel 4.12 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah orang pegawai yang dijadikan responden diketahui 
bahwa yang menjawab selalu dilaksanakan sebanyak 29 orang 
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(53,70%), kadang dilaksanakan  sebanyak 20 orang (37,04%), 
dan tidak pernah dilaksanakan 5 orang (9,26%).   
Dari uraian penjelasan tabel 4.12 di atas dapat simpulkan 
bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap catatan laporan 
keuangan di Kantor Kecamatan Kahu  pada umumnya selalu 
dilaksanakan oleh Inspektorat. Selanjutnya mengenai pengawasan 
administratif urusan kepegawaian dan kebutuhan pegawai dapat 
dilihat pada tabel 4.13 berikut: 
Tabel 4.13 
Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Administratif 
Urusan Kepegawaian dan Kebutuhan Pegawai   
Alternatif 
 
Pernyataan 
 
Frekuensi 
 
Persentase 
 
 
A 
B 
C 
 
 
 Selalu dilaksanakan  
 Kadang dilaksanakan   
 Tidak   dilaksanakan 
 
 
27 
23 
4  
 
 
50,00 
42,59 
7,41 
 Jumlah 54 100% 
Sumber: Data Primer (Hasil Kuesioner Februari-Maret  2014). 
 
Dari data tabel 4.13 tersebut di atas dapat dilihat dari 
sejumlah   pegawai yang dijadikan responden bahwa yang 
menjawab selalu dilaksanakan sebanyak 27 orang (50,00%), 
kadang-kadang dilaksanakan  sebanyak 23 orang (42,59%), dan 
tidak pernah dilaksanakan sebanyak 4 orang (7,41%).   
59 
 
Dari uraian penjelasan tabel 4.13 di atas dapat simpulkan 
bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap urusan kepegawaian 
dan kebutuhan pegawai  pada umumnya selalu dilaksanakan. 
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BAB V  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
5.1. Pengawasan Inspektorat Terhadap Tupoksi Camat 
Dasar hukum dalam pelaksanan pengawasan Inspektorat terhadap 
pemerintah daerah adalah mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh peraturan 
pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keputusan Presiden No. 74 
Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang 
pengawasan represif kebijakan daerah. 
Pasal 218 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: 
1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: 
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. 
b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah. 
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
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Pedoman tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan 
tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan 
pengawasan terhadap: 
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; 
b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa;  
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata 
Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Inspektorat 
Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.  
Di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, dalam pelaksanaannya 
sebagai aparat pengawas fungsional pada umumnya inspektorat 
mempunyai fungsi, meliputi :  
a. Pemeriksaan  
 Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang 
bersumber dari masyarakat di kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan 
terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan 
pemerintah daerah. 
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b. Pengusutan  
Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan 
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun 
pengaduan atau informasi dari berbagai pihak. 
c. Pengujian 
Pelaksanaan Pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah 
dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya yang ada 
di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
Dalam pelaksanaannya, bentuk pengawasan yang diterapkan 
Inspektorat Daerah terhadap Tugas dan fungsi Camat di Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone, yaitu: 
1. Pengawasan Melekat  
Merupakan pengawasan yang bersifat pengendalian terus 
menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. 
Dalam pengawasan melekat dapat dilakukan dengan dua cara, 
diantaranya: 
a. Pengawasan Langsung 
Pengawasan langsung adalah apabila Inspektorat 
melakukan pemeriksaan secara langsung pada tempat 
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai kecamatan. 
Tujuan dari pengawasan langsung segala sesuatu yang 
dikerjakan oleh pegawai kecamatan agar dapat memperbaiki 
segala kesalahan apabila terjadi penyimpangan yang terjadi 
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dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
b. Pengawasan tidak langsung 
Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang 
dilakukan oleh Inspektorat dari jauh. Dikatakan jarak jauh, karena 
Inspektorat  melakukan melalui laporan-laporan diterima dari 
bawahan. Laporan-laporan tersebut mengenai pelaksanaan 
pekerjaan di Kecamatan, baik hasil yang telah dicapai maupun 
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi kecamatan. 
2. Pengawasan Fungsional 
Dalam pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh 
aparat  pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah, yang 
dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan 
pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, jadi pengawasan fungsional dibentuk guna 
mendapatkan hasil pengawasan obyektif sehingga di samping 
pengawasan melekat yang ada pada unit organisasi pemerintah maka 
sangat diperlukan  pengawasan yang terlepas dari unit pelaksana.  
Dalam kaitan Pengawasan dan fungsinya, Inspektorat terhadap 
Tupoksi Camat di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone bahwa Inspektorat 
memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan agar 
kinerja pelaksana pemerintah daerah beserta jajarannya terutama camat 
di Kecamatan Kahu akan meningkatkan pendayaan aparatur negara dan 
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tercipta  pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan 
bersih (good government  and clean governance). Untuk itu diperlukan 
partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam pengawasannya.   
5.2. Pengawasan Inspektorat dalam Pemberdayaan Masyarakat  
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2008 tentang kedudukan, tugas, kewenangan camat dijelaskan bahwa 
Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 
perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 
musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan 
kecamatan; 
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja 
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; 
c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja 
pemerintah maupun swasta; 
d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 
e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah 
kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada 
65 
 
satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan 
pemberdayaan masyarakat. 
Dalam implementasinya pelaksanaan pengawasan Inspektorat 
dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
sudah sesuai prosedur yang dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh 
Camat  Kahu Kabupaten Bone dengan baik.  Berikut contoh kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone di 
bawah ini: 
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Merupakan pembinaan manusia/kelompok tani sehingga terwujud 
SDM yang berkualitas melalui peningkatan kesadaran dan percaya diri, 
peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, 
politik, dan budaya agar mampu dan dapat menjangkau akses sumber 
daya alam, permodalan, teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi 
kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, 
hukum, lingkungan, dan sosial politik. 
b. Pengembangan kemampuan dalam permodalan 
Kegiatan pemberdayaan dalam bidang permodalan diharapkan 
masyarakat mampu menghilangkan ketergantungan dan tumbuh 
keswadayaan serta berusaha dalam sistem pasar. Penguatan modal 
usaha dapat diberikan dalam bentuk dana cuma-cuma atau pinjaman 
tergantung kemampuan kelompok. Dana ini dikelola secara langsung oleh 
kelompok untuk dipergunakan secara bersama. 
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c. Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat 
Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat tumbuh dari, oleh, 
dan untuk kepentingan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang dapat 
dilakukan melalui pembinaan kepada petani di bidang ekonomi secara 
berkelompok yang diharapkan mereka saling mengenal, percaya, dan 
mempunyai kepentingan yang sama akan tumbuh kerjasama yang baik 
dan serasi sehingga mampu menumbuhkan keswadayaan dan 
kemandirian. Di samping itu pembinaan diarahkan agar kelompok mampu 
mengelola usaha bersama melalui kursus-kursus, pelatihan teknis, 
manajemen, kewirausahaan, dan magang sehingga mampu 
mengembangkan usahanya melalui kegiatan temu usaha, pameran dalam 
rangka memasarkan hasil usahanya. 
5.3. Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2008 tentang kedudukan, tugas, kewenangan camat dijelaskan bahwa 
Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah 
kecamatan; 
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b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah 
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban 
umum masyarakat di wilayah kecamatan; 
c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban 
kepada bupati/walikota. 
Dalam implementasinya pelaksanaan pengawasan Inspektorat 
dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan 
Kahu Kabupaten Bone sudah sesuai prosedur yang dilaksanakan 
sebagaimana mestinya oleh Camat  Kahu Kabupaten Bone dengan baik. 
Berikut contoh kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone di bawah ini: 
a. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat 
yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; 
b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan 
dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 
c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam  pelaksanaan 
perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana alam dan 
pengungsian; 
d. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban 
umum yang didelegasikan Bupati kepada Camat; 
e. Menyusun dan membuat laporan ketenteraman dan ketertiban umum 
di wilayah kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten maupun 
Pemerintah Propinsi; 
68 
 
f. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan unsur dari Pemerintah 
Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat; 
g. Menyelenggarakan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum 
secara periodik, kebutuhan kecamatan dan/atau berdasarkan petunjuk 
Camat; 
h. Menghimpun permasalahan di bidang ketenteraman dan ketertiban 
umum serta mengajukan usul pemecahan masalah kepada pimpinan; 
 
5.4.  Faktor-faktor Yang Berpengaruh Pelaksanaan Inspektorat 
terhadap Tupoksi Camat di Kecamatan Kahu 
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan 
dari faktor manusia karena melakukan pemantauan, pemeriksaan dan 
evaluasi, karena yang mengawasi dan diawasi adalah manusia. Di 
samping itu pula bahwa manusia bukar sekedar kondisi yang ada dalam 
dirinya sendiri teapi juga terbentuk karena pengaruh budaya sekitarnya, 
sehingga kegiatan tersebut merupakan rangkaian suatu proses yang 
dilaksanakan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan khususnya di Kantor Camat Kahu 
Kabupaten Bone. 
Adapun faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
faktor yang sangat dominan dan yang menempati posisi tersebut serta 
menentukan terwujudnya pelaksanaan pengawasan. 
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5.4.1. Faktor Manusia 
Manusia adalah ibarat otak dan jiwa dari suatu organisasi, 
karena tanpa manusia, organisasi tidak akan berjalan. Betapun 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan menghilangkan 
peran serta manusia dalam pelaksanaan tugas sekaligus 
penyempurnaan organisasi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan 
kegiatan ataupun tugas-tugas dalam hal ini adalah “manusianya” perlu 
pengawasan. 
Pelaksanaan pengawasan dimana faktor manusia merupakan 
hal yang sangat sentral terhadap peningkatan pelaksanaan 
pengawasan dilingkungan aparatur pemerintah dengan menampilkan 
watak perilakunya dalam melaksanakan tugas-tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan sebab manusia merupakan faktor 
sentral yang terutama berkenaan dengan disiplin kerja, partisipasi, 
sikap tegas, dan keberanian bertindak demi mewujudkan pelaksanaan 
pengawasan di Kantor Camat Kahu Kabupaten Bone. 
Faktor yang berkenaan dengan disiplin kerja yaitu merupakan 
faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kerja dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya sehingga mempengaruhi mutu peningkatan 
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan 
Daerah Kabupaten Bone. Untuk membudayakan pengawasan harus 
dimulai dari faktor manusia yang terdiri dari pimpinan/atasan langsung 
di mana perlu memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya dalam 
memantau, memeriksa dan mengevaluasi cara dan hasil kerja  
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bawahannya. Kesadaran itu seharusnya tumbuh denga sendirinya jika 
setiap pemimpin memahami bahwa pengawasan merupakan fungsi 
manajemen dalam menjalankan tugasnya sebagai administrator. Akan 
tetapi dalam kenyataannya pimpinan organisasi buka berasal dari 
pegawai yang sejak awal dipersiapkan untuk menjadi administrator, 
seringkali pegawai tersebut menduduki posisi pimpinan karena 
pengalaman yang menyangkut masa kerja dan kepangkatan. Dengan 
demikian pengetahuan, pemahaman dan pengalamannya relatif 
kurang untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas sebagai 
administrator yang sesungguhnya meskipun cukup matang dalam 
bidang kerja yang menjadi spesialisasinya. 
Disamping itu seorang pimpinan harus mempunyai keberanian di 
dalam bertindak yang berkenaan dengan watak dan perilaku pimpinan 
terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan-
penyelewengan dalam pelaksanaan tugas. Setiap pelanggaran harus 
ditindak, membiarkan pelanggaran juga merupakan pelanggaran, 
namun seorang pimpinan harus mengambil tindakan secara 
manusiawi dalam hal ini sanksi atau tindakan disiplin yang diambil 
harus melalui proses pemikiran yang sangat matang dan perasaan 
serta adanya keseimbangan, jangan sampai perasaan juga terlalu 
banyak menguasai sehingga dapat mempengaruhi terjadinya tindakan 
secara emosional dan sanksi akan menjadi lemah. 
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5.4.2. Faktor Budaya 
Manusia diciptakan dan hidup di dalam kebudayaan yang 
dihasilkan sebaga makhluk sosial, dengan demikian berarti sikap 
manusia termasuk para pegawai selaku aparatur pemerintah yang ada 
di Kantor Kecamatan Kahu, secara individu dapat dibentuk oleh 
kehidupan sosial budaya yang bervariasi antara satu dengan yang 
lain. Kondisi sosial budaya mempengaruhi kepribadian setiap 
pimpinan dan pegawai yang dipimpin dan dapat muncul dalam pola 
pikir, pola sikap, dan pola tindakan dalam melaksanakan pengawasan. 
Pola pikir merupakan aspek yang berpengaruh terhadap 
pelaksanaan pengawasan. Dengan menggunakan pemikiran maka 
seorang pimpinan dapat melakukan proses pemantauan, pemeriksaan 
dan evaluasi langsung sehingga dapat mengetahui serta ringannya 
suatu pekerjaan dengan menggunakan tenaga dan pikiran bawahan 
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara pikir yang tepat 
dan cepat. Rendahnya pola pikir pegawai terhadap penyelesaian 
tugas-tugas umum dan pemerintahah di lingkungan kerja disebabkan 
bahwa tingkat kemampuan sebagai pola pikir terhadap penguasaan 
pekerjaan terbukti dengan melihat tingkat pendidikan yang bervariasi 
sehingga pimpinan mengalihkan tugas dan tanggung jawab tersebut 
kepada pegawai yang mempunyai pola pikir yang mampu pada bidang 
tersebut. 
Dalam melaksanakan pengawasan tersebut tindakan yang 
dilakukan oleh Inspektorat di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yaitu 
72 
 
diupayakan bersifat menyeluruh, objektif, tidak membeda-bedakan 
terhadap semua pegawai karena pola sikap tersebut dapat memberi 
keharmonisan antara atasan dan bawahan serta antara rekan 
pegawai lainnya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan kepada semua 
pegawai tanpa terlewati dan apabila dalam pelaksanaan terdapat 
pelanggaran maka perlu diambil tindakan, sikap berupa penerapan 
sanksi terhadap pegawai dengan berdasarkan pada peraturan yang 
berlaku.  
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap Tupoksi Camat di 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dalam pemberdayaan 
masyarakat sudah sesuai prosedur yang dilaksanakan 
sebagaimana mestinya oleh Camat  Kahu Kabupaten Bone dengan 
baik seperti Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), 
Pengembangan kemampuan dalam permodalan, dan 
Pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat.  
2. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap Tupoksi Camat di 
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum sudah sesuai prosedur yang 
dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Camat  Kahu Kabupaten 
Bone dengan baik seperti melaksanakan fasilitasi penyelesaian 
perselisihan warga masyarakat yang berpotensi mengganggu 
ketenteraman dan ketertiban umum, melaksanakan koordinasi 
dengan instansi terkait dalam penegakan dan pelaksanaan 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan koordinasi dengan 
instansi terkait dalam  pelaksanaan perlindungan masyarakat, 
penanggulangan bencana alam dan pengungsian. 
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3. Usaha yang dilakukan Inspektorat dalam membudayakan 
pengawasan sangat tergantung pada faktor manusia dan faktor 
budaya. Faktor manusia merupakan faktor sentral yang 
menjalankan suatu organisasi dan faktor budaya yang dapat 
mempengaruhi kepribadian manusia (pegawai). Dan penanggung 
jawab utama dalam menumbuhkan dan mengembangkan 
pengawasan yang lebih disiplin terletak ditangan pimpinan dalam 
hal ini Inspektorat. 
6.2. Saran-Saran 
1. Pelaksanaan pengawasan  Inspektorat di Kantor Camat Kahu 
harus lebih ditingkatkan lagi sehingga penyimpangan dapat dicegah 
dan kedisiplinan setiap pegawai dapat terpantau atau teratasi 
secara menyeluruh dan perlu adanya tindakan objektif dalam 
melakukan pengawasan sehingga dapat menghilangkan kesan pilih 
kasih terhadap pegawai. 
2. Dalam memberikan sanksi hendaknya lebih tegas lagi mengingat 
manusia (pegawai) yang sering melakukan pelanggaran karena 
kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk dirubah dan perlu adanya 
upaya-upaya pemerintah dalam memberikan sarana bagi pegawai 
dalam melaksanakan tugas khususnya dalam melaksanakan 
kegiatan pengawasan terhadap disiplin kerja. 
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